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ABSTRAK 

Sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori 

pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan 

mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu 

memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah 

mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, apalagi dilihat dari kondisi 

Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif 

keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk 

kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika akan 

semakin berat. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan 

mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabiltasi bagi pengguna 

narkotika dalam Pasal 54 dan 103. Maka dari itu dikeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang 

merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur 

mengenai syarat-syarat rehabilitasi terhadap pecandu narkotika maupun korban 

penyalahgunaan narkotika. Seorang pecandu narkotika yang telah diputus 

bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk 

memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari 

kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Namun hal tersebut 

belumlah sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu 

penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim mengingat untuk menjatuhkan pidana 

rehabilitasi medis maupun sosial harus didukung oleh persyaratan ataupun kriteria 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh SEMA 04 Tahun 2010, sehingga 

umumnya penyalahguna narkotika dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang 

Narkotika karena Pecandu ataupun penyalahguna narkotika tidak dapat 

membuktikan bahwa dirinya adalah korban penyalahguna narkotika sebagaimana 

kriteria dimaksud dalam SEMA 04 Tahun 2010, Sarana serta prasarana yang 

disediakan oleh pemerintah belumlah memadai untuk menampung penyalahguna 

atau korban penyalahguna narkotika maupun pencandu narkotika mengingat 

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dan untuk melaksanakan 

rehabilitasi medis maupun sosial tersebut,  


